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LEMBARAN

KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 16 TAHUN 2OO4

KEPUTU$AN BUPATI CIANJUR

NOMOR 08 TAHUN 2OO4

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR
SAMPAI TAHUN 2013

BUPATI CIAN]UR

Menimbang : a. bahwa secara umum pengaturan tata ruang wilayah
Kabupaten Cianjur telah diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Daerah f ingkat II Cianjur;

bahwa dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan
Kota Cianjur, baik yang diakibatkan oleh faktor dari dalam
maupun dari luar harus diantisipasi, maka sebagai
penjabaran dari Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten
Clanjur Sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu mengatur
secara terperinci tata ruang Kota Cianjur sampal dengan
tahun 2013;

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor I Tahun 1998, Rencana Tata Ruang Kota Cianjur
sampai tahun 2013 telah mendapat persetujuan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor L72.4,!/O9IDPRD
tanggal 29 Juli 2004;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan c sefta untuk memperoleh landasan
dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu
menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Cianjur sampai
tahun 2013, dengan Keputusan Bupati.

Undang-undang Nomor t4 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

Mengingat : 1.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agrarla (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 5, Tarhbahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 7974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 293t);

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3186) i

b,
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5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
dan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun t992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

9. Undang-undang Nomor ZZ Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan
Negara (Lembaran Negara Tahun ZOO2 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3888) i

11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2OOZ tentang
Ketenagalistrlkan (Lembaran Negara Tahun 2OOZ Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Nomor tZZ6);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor zt0,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

15. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim
Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang;

16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahui 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988
tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun L987;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun
1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;

21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001
tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-
2005;
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22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa
Barat Tahun 2003-2007);

23. Peraturan Daerah Kabupaten CianJur 1 Tahun 1997 tentang
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cianjur;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 7 Tahun t997 tentang
Rencana Umum Tata Ruang Kota ClanJur Sampai Tahun
2005 (Revisi Rencana Induk Kota Cianjur Tahun 1984-
2004);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2OOz
tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001-
2005.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimakud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Cianjur;

c. Bupati adalah Bupati Cianjur;

d. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota yang
mengatur lokasi kegiatan
memanfaatkan ruang;

pembangunan dalam

e. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang
udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta
memellhara kelangsungan hidupnya;

f . Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan
ruang baik direncanakan maupun tidak;

g. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

h. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;

i. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang
mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan serta permukiman yang
telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota;
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j. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkalt padanya yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan
atau aspek fungsional;

k. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang digunakan untuk
satu Jenls pemanfaatan tertentu;

l. Bagian Wilayah Kota yang selanJutnya disingkat BWK adalah
suatu kesatuan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan
administratif dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan
fasilitas umum kota;

m. Llngkungan adalah suatu satuan ruang yang menggambarkan
kesatuan sistem kehidupan baik dari aspek sosial, ekonomi
maupun budaya;

n. Building Coverage Ratio atau Koefisien Dasar Bangunan yang
selanJutnya disingkat BCR atau KDB adalah perbandingan
antara Jumlah luas lantai dasar perkerasan dihitung terhadap
luas tanah per petakan

BAB II
ASAS' giihTl3l' J,'^i8til i,ii?lftAN 

DAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

RDTR Kota Cianjur berdasarkan asas :

a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara
terpadu, berdayaguna dan berhasllguna, serasi, selaras,
seimbang dan berkelanJutan;

b. Persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;

c. Keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 3

Visl Pengembangan Kota ClanJur adalah terwuJudnya Kota
Clanjur sebagai salah satu sentra aktlvltas ekonoml perkotaan
yang mampu menjadi penggerak ekonoml utama Jawa Barat di
era otonomi daerah dengan tetap memelihara kelestarian
lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Misi pengembangan Kota Cianjur adalah :

Mendorong terciptanya aktivitas ekonomi perkotaan yang
mandiri;

Mendorong terciptanya kemampuan sebagai penggerak
utbma ekonomi di wilayah Propinsi Jawa Barat;

1.

2.
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t 3. Membangun lingkungan yang lestari dan berkelanJutan.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 5

Tujuan pengembangan Kota CianJur adalah menyediakan
pelayanan infrastruktur keglatan ekonomi perkotaan yang
memadai.

Pasal 6

Sasaran yang perlu dicapai adalah :

1. Berkembangnya pusat pemerintahan berskala Daerah di Kota
CianJur;

2. Berkembangnya pusat-pusat perdagangan dan Jasa yang
berupa tempat koleksi dan distribusi hasil produksl Daerah.

(1)

(2)

(3)

Bagian Keempat

Strategi Pengembangan

Pasal 7

Menyebarkan pembangunan fisik kota ke seluruh baglan
wilayah fungsional kota sesuai daya dukung lahannya.

Pengarahan dan relokasi keglatan-kegiatan yang tidak sesuai
peruntukannya.

Menyediakan pelayanan prasarana perkotaan dl seluruh
bagian wilayah kota sesuai daya dukung lahannya untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas kehidupan
penduduk dan kualitas lingkungan.

(4) Pengembangan transportasl Kota Cianjur yang diarahkan
untuk dapat melayani dan mendukung keglatan-kegiatan
lainnya.

BAB III
WILAYAH, SUBSTANSI DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Peftama

Wilayah. Rencana

. Pasal 8

(1) Wilayah perencanaan RDTR Kota Clanjur mencakup wllayah
Kota Cianjur dengan luas area *, 4.297,88 Ha.

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini terdiri dari :

a. Kecamatan Cianjur :

- Kelurahan Pamoyanan;
- Kelurahan Sawahgede;

Kelurahan Solokpandan;
- KelurahanBojongherang;



- Kelurahan Muka;
- Kelurahan Sayang;
- Desa Nagrak;
- Desa Limbangansari;
- Desa Mekarsari;
- Desa Babakankaret.

b. Kecamatan Karangtengah :

- Desa Sukataris;
- Desa Sindanglaka;
- Desa Sukamulya;
- Desa Bojong;
- Desa Maleber;
- Desa Sabandar;
- Desa Sukamanah;
- Desa SukamaJu.

c. Kecamatan Cilaku :

- Desa Rancagoong;
- Desa Slrnagalih.

(3) Batas-batas wilayah perencanaan adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kecamatan Mande

Sebelah barat : Kecamatan Cugenang

Sebelah selatan : Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku

Sebelah timur : Desa Hegarmanah, Sindangasih
Kecamatan Karangtengah.

(4) Peta RDTR sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Bagian Kedua

Substansi Rencana

Pasal 9

(1) Substansi RDTR Kota Cianjur meliputi kebiJakan penataan
ruang.

(2) Kebijakan penataan ruang sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) Pasal lni meliputi :

a. Kebijakan Dasar Pengembangan Kota Cianjur;
b. KebiJakan Pemanfaatan Ruang;
c. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(3) RDTR Kota Cianjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini meliputi Rencana Struktur Tata Ruang mellputi
Rencana Bagian Wilayah Kota, rencana penggunaan lahan,
rencana prasarana dan sarana, rencana penataan sistem
transportasi.

(4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini meliputi skenarlo dan tahapan pengembangan
ruang, pembiayaan pembangunan dan perumusan indikasi
program.

6
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Bagian Ketiga

Jangka Waktu Rencana

Pasal 1O

Jangka waktu RDTR Kota Cianjur adalah sampai dengan tahun
2013.

BAB IV
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

Bagian Pertama

Kebljaksanaan Dasar Pengembangan Kota Cianjur

Pasal 11

Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Kota Cianjur meliputi
kebUaksanaan yang bersifat aspasial dan spasial.

Pasal 12

(1) Kebijaksanaan Aspasial terdirl dari 3 (tiga) kebijaksanaan
utama yaitu :

a. Kebljaksanaan pengembangan fungsi kota, dijabarkan ke
dalam kebijaksanaan tentang pengembangan pusat
pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat
perindustrian, pusat pelayanan sosial budaya;

b. Kebijaksanaan pengembangan kegiatan kota, dijabarkan
ke dalam kebiJaksanaan pengembangan kegiatan
perdagangan dan jasa, kegiatan industri, kegiatan
transportasl dan pengembangan kegiatan pertanian;

c. Kebijaksanaan kependudukan, memillki dasar pemlkiran
bahwa jumlah penduduk Kota Cianjur selama 10 tahun
masa perencanaan ditetapkan untuk tidak berkembang
sampai dengan batas daya tampung maksimal melalul
pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas
penduduk, pengarahan dan pengendalian pergerakan
penduduk di seluruh kota serta menciptakan keserasian
perkembangan penduduk dengan aspek sosial budaya
Kota Cianjur.

(2) Kebijaksanaan Spasial meliputi I (delapan) kebijaksanaan
utama yaitu :

a. Konsep pdngembangan tata ruang kota, meliputi :

1) Komponen Kota Cianjur yang mellputi perdagagan
eceran, perdagangan grosiran, industri dan
pergudangan, Jasa, pendidlkan, pemerintahan,
transportasi, perumahan, kesehatan, rekreasi, hiburan
dan olahraga serta tempat pemakaman umum;

2) Hubungan fungslonal dan faktor lokasi.
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b. Rencana pemanfaatan ruang :

1) Arahan lokasl komponen ruang kota yang melipuU
perumahan, perdagangan dan jasa, industrl,
pemerintahan da n perka ntora n, pend id ika n,
kesehatan, Jalur hijau, rekreasl dan olahraga, tempat
pemakaman umum;

2) Arahan intensitas pemanfaatan ruang kota yang
meliputi pengaturan BCR, FAR, Kavling dan
pengaturan kepadatan penduduk.

c. Rencana struktur tlngkat pelayanan kegiatan kota
meliputi struktur pelayanan kegiatan pemerintahan,
pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, industri
dan transportasi;

d. Rencana sistem transportasi lebih diarahkan kepada 3
(tiga) hal pokok yaitu pola dan sistem Jalan, sistem
pergerakan (angkutan penumpang, angkutan reglonal,
angkutan sub reglonal, angkutan kota dan angkutan
kereta api), prasarana dan sarana transportasl (terminal,
traffic light, tempat parkir dan jembatan penyeberangan);

e. Rencana sistem Jarlngan prasarana dan utilltas kota
meliputl rencana slstem jaringan drainase; air bersih, alr
kotor/limbah, persampahan, listrik dan telepon;

f . Rencana pengembangan pemanfaatan air baku :

1) Sumber air mata air;
2) Sumber air sungal;
3) Sumber air tanah;
4) PDAM

g. Rencana pengembangan obyek khusus meliputi :

1) Llngkungan perumahan yang meliputi penanganan
lingkungan perumahan, pembangunan perumahan,
pengendalian llngkungan dan sempadan bangunan;

2) Kawasan pusat kota meliputl arahan pengembangan
kawasan perkantoran Pemerlntah Kabupaten CianJur.

h. Rencana pengembangan bagian wilayah kota.

Bagian Kedua

Keb'rjakan Pemanfaatan Ruang

. Paragraf 1

Umum

Pasal 13

(1) Kebijakan pemanfaatan ruang diwujudkan berdasarkan
kebijakan struktur tata ruang dan pola tata ruang.

(2) Kebijakan struktur tata ruang diwujudkan untuk mencapal
pemerataan peftumbuhan kota dengan mempeftahankan
keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumber daya
daerah.
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(3) Kebgakan pola tata ruang diwujudkan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung llngkungan
hidup.

(4) KebiJakan struktur tata ruang sebagaimana dlmaksud pada
ayat (2) Pasal inl meliputi Rencana Baglan Wilayah Kota.

(5) Kebijakan pola tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Pasal inl meliputi kebijakan rencana penggunaan lahan,
prasarana dan sarana da,g?!', slstem transportasi Kota
Cianjur. 

_--.--.---'u'

,'- paragraf 2 
'\

{
Bagian Wilayah Kota (BWK)

Pasal 14

(1) Kota Cianjur"tersa.gi ke dalam 4 (ernpat) BWK.

(2) BWK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
meliputi BWK A, BWK B, BWK C dan BWK D.

(3) .eWrc*n sebagalmana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
meliputi Kelurahan Solokpandan, sebagian Kelurahan Muka,
Kelurahan Pamoyanan, sebagian Desa Nagrak dan
Sawahgede, dan sebagian Kelurahan Sayang dengan fungsi
utama adalah pge11!lgha[ dan ekonomi prospektif kota.
Arahan pengembangan ruang di BWK A adalah :

a. Pengembangan dllakukan secara vertikal;

b. Kepadatan penduduk diarahkan antara 50 orang/Ha
hingga 250 orang/Ha;

c. Kepadatan penduduk rendah diarahkan di sepanjang Jalan
sistem primer dan kepadatan penduduk yang tinggi
diarahkan di sepanjang jalan arteri sekunder dan
kolektor;

d. BCR diarahkan dengan besaran antara 6O o/o - 9O o/o',

e. BCR tertinggi diarahkan di kawasan perdagangan,
sedangkan BCR terrendah diarahkan dl sepanjang jalan
sistem primer.

(4) BWK B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal lni
meliputi Kelurahan Bojongherang, Desa Babakankaret,
Sukataris, Bojong, Mekarsari, dan sebagian Kelurahan Muka
dengan fungsi utama yaitu permukiman dan fungsl dinamlk
sepanjang koridor, arahan pengembangan ruang di BWK B
adalah :

a. Pengembangan perumahan dilakukan secara terkendali
dan terbatas dengan mempertimbangkan stabilitas fisik
dan kawasan lindung yang ada;

b. Perumahan yang dikembangkan meliputi perumahan
berkepadatan sedang dan rendah;

c. Kepadatan penduduk rencana antara 50 - 120 jiwa /Ha;

a!
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d. Pusat kegiatan pelayanan tersebar di sepanJang Jalan Dr.
Muwardi, baik skala lokal maupun reglonal;

e. BCR antara 50 o/o - 7O o/o, BCR 7O olo diperbolehkan untuk
bangunan di sepanjang Jalan Dr. Muwardi yang
merupakan pusat pelayanan ;

f. Jumlah lantai yang diperbolehkan maksimal 3 lantai;
g.Ukuran kavling antara 200 m2 - 1.000 m2, kavling besar

diarahkan untuk bangunan yang berada di koridor Jalan
Dr. Muwardi dan di sepanjang Jalan Raya Bandung,

(5) BWK C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
meliputi Kelurahan Sayang, Desa Sabandar, Sukamanah,
Maleber, Sukamaju dan Sirnagalih, sebagian Desa Bojong,
sebagian Kelurahan Solokpandan dengan fungsi utama yaitu
permukiman ekonomi komplementer (perdagangan dan
jasa), arahan pengembangan ruang di BWK C adalah :

a. Perumahan diarahkan untuk kepadatan tinggi, sedang
dan rendah;

b. Kepadatan rencana antara 50 - 250 jiwa/Ha;

c. BCR antara 40 o/o - 90 o/o|

d. Jumlah lantai yang diijinkan antara 1 - 3 lantai;

e. Luas kavling antara 150 - 1.000 m2.

(5) BWK D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
meliputi Desa Limbangansari, sebagian Desa Nagrak dan
Rancagoong dengan fungsi utama yaitu permukiman
kepadatan rendah, arahan pengembangan ruang di BWK D
adalah :

a. Kepadatan rencana antara 50 120
c. BCR antara 40 o/o - 7A o/oi

d. Jumlah lantai yang diijinkan antara
e. Luas kavling antara 200 - 1.000 m2

jiwa/Ha;

1 3 la ntai;

Paragraf 3

Rencana Penggunaan Lahan

Bagian Peftama

Pemerintahan

Pasal 15

(1) Pengemb.ni.n dilakukan untuk kegiatan pemerintahan dan
perkantoran yang baru, sedangkan yang telah ada tetap
dipeftahankan sepefti komplek pemerintahan Kabupaten
Cianjur di Jalan Siti Jenab, kantor-kantor Camat serta
ka ntor- ka ntor Kel ura ha n/Desa.

(2) Lokasi kegiatan pemerintahan dan perkantoran diarahkan ke
bagian selatan Kota Cianjur tepatnya di Desa Sirnagalih.
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Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 15

(1) Penyebaran lokasi fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA
dlsesuaikan menurut standar, sehlngga memlliki akses
pencapalan yang optimal bagi pergerakan penduduk.

(2) Untuk pengembangan sarana pendidikan berskala kota/
lingkungan (Jenjang TK, SD, SMP) dialokasikan di setiap
BWK, sedangkan untuk Jenjang SMA dialokasikan di
Kelurahan Sawahgede dan Bojongherang.

(3) Pengalokasian fasllitas pendidikan tinggi diarahkan pada
lokasi yang aksesibilitas baik dari luar kota maupun dalam
kota sendiri. Lokasinya diarahkan di Kelurahan
Bojongherang, Sawahgede dan Desa Sirnagalih.

(4) Sarana pendidikan yang ada tetap dipertahankan.

Bagian Ketiga

Kesehatan

Pasal 17

(1) Rumah Sakit Umum dengan skala regional diarahkan di
Kelurahan BoJongherang, Sawahgede dan Desa Sabandar.

(2) Fasilitas kesehatan lainnya yaknl Puskesmas, poliklinik, BKIA
dan Pos Keluarga Berencana diarahkan tersebar di pusat-
pusat BWK atau pusat lingkungan.

Bagian Keempat

Perdagangan

Pasal 18

(1) Grosir dan Pasar Induk yang memiliki skala pelayanan
regional ditempatkan di Desa Sukamanah.

(2) Pusat perdagangan skala kota ditempatkan di BWK A dan C.

(3) Pusat perdagangan skala BWK terdiri dari pertokoan dan
pasar diarahkan pada maslng-masing pusat BWK.

(4) Toko dan warung yang melayanl skala lokal lokaslnya
ditempatkan berdekatan dengan permukiman.

' Bagian Kelima

Zone Industri dan Pergudangan

Pasal 19

(1) Sesual dengan strategi yang diterapkan maka kegiatan
industri dan pergudangan ditempatkan dl Jalan Perlntis
Kemerdekaan.

(2) Skala industri yang dikembangkan adalah industri ringan dan
pengolahan.
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Bagian Keenam

Rekreasi/Olah Raga

Pasal 20

(1) Penyebaran lokasi fasilitas olahraga ke bagian wilayah kota
lainnya sesuai dengan tingkat dan skala pelayanannya,
pengembangan sarana ini sebagian disebarkan ke tiap BWK
dan pusat lingkungan dan sebagian lagi diarahkan
pengembangannya ke Desa Slrnagalih, pusat fasllitas
olahraga skala pelayanan wllayah direncanakan dl Desa
Sukamanah.

(2) Peningkatan kondisi fasilitas yang ada sekarang sesuai
dengan peruntukannya.

(3) Pemanfaatan hutan kota sebagai lokasi sarana olahraga dan
rekreasi di Desa Babakankaret.

Bagian Ketujuh

Perumahan

Pasal 21

(1) Kawasan perumahan kepadatan tinggi (kawasan ini berada
dan berdekatan dengan pusat kota), perumahan ini
umumnya dapat berupa perumahan yang mempunyai dua
fungsi (sebagai rumah dan toko/jasa atau merupakan
perumahan pada kampung-kampung kota),

(2) Kawasan perumahan kepadatan sedang dikembangkan di
daerah transisi (antara pusat kota dengan daerah pinggiran)
dan sub-sub bagian wilayah kota.

(3) Kawasan perumahan kepadatan rendah dialokasikan pada
daerah-daerah pinggiran kota atau antara daerah sub pusat
dengan daerah transisi.

Bagian Kedelapan

Terminal

Pasal 22

(1) Relokasi terminal Joglo yang berlokasi di pusat kota ke
selatan kota yaitu ke Desa Sirnagalih.

(2) Pembangunan terminal intraregional di barat kota yang
dimaksudkan untuk memotong pergerakan dari arah Cipanas
agar tidak masuk langsung ke Kota Cianjur dan terminal
intraregional di tlmur untuk memotong pergerakan dari arah
Cikalong dan Ciranjang.

(3) Terminal regional Rawabango dilokasikan di Desa Bojong di
jalur regional yang menghubungkan Kota Cianjur dengan
Jakarta dan Bandung, slrkulasi terminal diatur sedemikian
rupa sehingga tidak mengganggu lalu lintas pergerakan
regional di jalur tersebut.
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Bagian Kesembllan

Tempat Pemakaman Umum

Pasal 23

(1) Terdapat 5 (lima) lokasi tempat pemakaman umum di Kota
Cianjur, dua diantaranya merupakan situs sejarah Kota
Cianjur yaitu Taman Makam Pahlawan dan Pasarean.

(2) Tempat pemakaman umum yang dapat difungsikan sebagai
kawasan penyangga tetap dipertahankan.

(3) Lokasi bagi pembukaan pemakaman umum baru
dialokasikan di Desa Babakankaret.

Paragraf 4

Rencana Prasarana dan Sarana

Bagian Pertama

Air Bersih

Pasal 24

(1) Pemanfaatan air bersih langsung oleh penduduk bersumber
dari air tanah dangkal dan dalam.

(2) Pengembangan pelayanan air bersih disesuaikan dengan
tahapan perkembangan penduduk Kota CianJur searah pola
penyebaran penduduk kota, yaitu :

a. Tahap peftama mencakup Kelurahan BoJongherang,
Sawahgede, Muka, Sayang, Pamoyanan dan
Solokpandan;

b. Tahap kedua bagi desa-desa yang berdekatan dengan
kelurahanldesa prioritas pertama dan seterusnya.

Bagian Kedua

Drainase

Pasal 25

(1) Perbaikan kondisi drainase yang telah ada khususnya yang
berada di kawasan pusat kota yaitu sepanjang jalan-jalan
protokol.

(2) Intensiflkasi pemeliharaan pada saluran drainase yang ada
agar berfungsi dengan baik.

(3) Perbaikan yang dilakukan hendaknya memperhatikan kondisi
topografi kota.

Bagian Ketiga

Alr Limbah

Pasal 26

(1) Peningkatan jaringan saluran pembuangan air limbah
ditingkatkan agar mampu melayani penduduk Kota Cianjur
dan kegiatan lainnya.

D7--
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(2) Untuk kegiatan yang bersifat/berpotensi terhadap
pencemaran diwajibkan mdengkapi instalasi pengolahan
sebelum melakukan pembuangan ke saluran umum.

(3) Untuk menekan tingkat pencemaran pada saluran-saluran air
limbah perlu dilakukan penggelontoran secara periodik.

(4) Pengelolaan limbah industri perlu ditangani secara tersendiri
yaitu dengan membangun treatment plant di kawasan
industri.

Bagian Keempat

Persampahan

Pasal 27

(1) Mengadakan penerangan kepada masyarakat untuk selalu
menjaga kebersihan lingkungannya

(2) Menyediakan bak-bak sampah untuk menunjang perkiraan
sampah hingga tahun 2013 perlu dibangun bak sampah
dengan kapasitas tampung optimal.

(3) Pembangunan bak sampah untuk masing-maslng bak
disesuaikan dengan prioritas kebutuhan penduduk, sejalan
dengan penyebaran penduduk yang telah ditentukan.

Baglan Kelima

Llstrik

Pasal 28

PLN sebagai penyedia jaringan listrik harus dapat mengantisipasl
kondisi dlmana permintaan penduduk untuk memasang Jaringan
listrik baru lebih besar darlpada daya yang tersambung.

Bagian Keenam

Telepon

Pasal 29

(1) Peningkatan pelayanan sambungan telepon sesual dengan
kebutuhan hingga tahun 2013 diperkirakan sebanyak 28.100
sambungan.

(2) Perluasan jaringan telepon mengikuti pola struktur
pengembangan kota.

(3) Pembangunan fasilitas telepon umum hingga tahun 2013
seJumlah 210 unit.

Bagian Ketujuh

Renca na Sistem Transpoftasi

Pasal 30

(1) Untuk menangani permasalahan penumpukan antara
pergerakan lokal Kota CianJur dan pergerakan reglonal yang
melewati Kota Cianjur yaltu dengan pembuatan Jalan lingkar
(outer ring road). Pembangunan jalan lingkar (outer ring
road) di Kota CianJur yaitu :

V '-t
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a. Pembangunan Jalan Lingkar Timur
Jalan Lingkar Timur berfungsi sebagai arteri.

b. Pembangunan Jalan Lingkar Barat
Jalan Lingkar Barat berfungsi sebagai kolektor

c. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan
Jalan Lingkar Selatan beffungsi sebagal arteri.

(2) Pembagian zona pelayanan sistem transportasi dimana
setiap zona dilayani oleh pusat slmpul transpoftasi berupa
terminal dengan jenjang pada setiap simpul.

(3) Kota Cianjur dlbagi menjadi 4 (empat) zona pelayanan
dengan masing-maslng zona dilayani terminal, Konsekuensi
dari pembagian zona tersebut harus dilakukan beberapa
upaya penanganan antara lain :

a. Relokasi Terminal Joglo ke Desa Sirnagalih.

Terminal tersebut untuk melayani perpindahan moda
transport antara angkutan kota dengan angkutan
perkotaan (intraregional) CianJur bagian selatan dengan
angkutan interregional.

b. Relokasi Terminal Cikalong ke arah timur luar.

Terminal tersebut untuk melayani perpindahan moda
transport antara angkutan kota dengan angkutan
perkotaan (intraregional) Cikalong.

c, Pembangunan Terminal Ba ru di ba rat
(Warungseuseupan).

Terminal tersebut untuk melayani perpindahan moda
transpoft antara angkutan kota dengan angkutan
perkotaan (intraregional) Cipanas - Bogor.

(4) Memecahkan konsentrasi bangkitan lalu lintas, yaitu :

a. Pemisahan kegiatan pasar tradisional yang berada di
sekitar Pasar Induk dan Pasar Bojongmeron ke arah luar.
Pemisahan ini diperlukan untuk menciptakan sub-sub
pusat pelayanan kota yang lebih meluas dan menyebar.
Relokasi Pasar Bojongmeron terutama ke arah selatan
atau timur untuk mendekati konsumen dan terminal.
Terdapat alternatif lokasi yaitu di sekltar Paslrhayam
mendekati relokasi terminal dan di sekitar Maleber;

b. Pengembangan perumahan dan fasilitas penunJang
lainnya diarahkan secara menyebar ke luar kawasan
pusat kota sesuai dengan peruntukan lahannya terutama
ke arah selatan, timur dan barat.

(5) Pengaturan arus lalu lintas dan trayek angkutan umum,
yaitu :

Pemisahan sistem trayek angkutan umum antara trayek
internal dan eksternal;

Pengaturan lalu iintas dan trayek angkutan lokal;

a.

b,

c. Pengaturan lalu lintas dan trayek angkutan regional.
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BAB V

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 31

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui
kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan
ruang.

Pasal 32

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh
Bupati melalui BAPPEDA bekerJasama dengan lnstansl teknis
lainnya dan mdibatkan peran sefta masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagalmana
dimaksud pada Pasal 32, diselenggarakan melalui kegiatan
pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

(2) BAPPEDA melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang
berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan dan
pemberian ljin pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 34

(1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan
berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang
hasil pengawasan.

(2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh
aparat Pemerintah yang berwenang terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati.
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Pasal 36

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah.

Ditetapka n di Cia nj u r
pada tanggal 2 Agustus 2004

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

di Cianjur
2 Agustus 2004

DAERAH,

SUB.ARHA

LEMBARAN DAERAH
2004 SERI D3.

IGBUPATEN CIANJUR NOMOR 16 TAHUN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 08 TAHUN 2OO4

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR

SAMPAI TAHUN 2OI3

AI$IBTYWG PEl|q['uA

PEMERINTAH
KIBUPATEN CIANJUR



DAFTAR ISI

1.1. Peta Orientasi Kota Cianjur

3.1. Peta Rencana Strukfur Kota dan Pembagian BWK

3.2. Peta Penggunaan Latran Eksisting

3.3. Peta Rencana Penggunaan Lahan

3.4. Peta Rencana Penggunaan Lahan Di BWK A

3.5. Peta Rencana Penggunaan Lahan Di BWK B

3.6. Peta Rencana Penggunaan Lahan Di BWK C

3.7. Peta Rencana Penggunaan Lahan Di BWK D

3.8. Peta Rensana Jaringan Air Bersih

3.9. Peta Rencana Pengembangan Drainase,

Persampahan dan Limbah

3.10. Peta Rencana Jaringan Listrik

3.1 l. Peta Rencana Jarin gan Telepon

3.12. Peta Rencana PembagianKelas Jalan

3.13. Peta Rencana Jaringan Jalan

3.14. Peta Rencana Pembagian Pergerakan Lokal

dan Lokasi Terminal



1{

I

Gat 't' at

aa

RENCANA DETAIL TATA RUANG
}<O_TA CIAI\JLJR.

GATIBAR: I.I

PETA ORIENTA$I XOTA GTANJUR
t€rER^r*un:
lArAtAm{aTRASr

ffi rrrx*xo
[:*l rl xc-r
t-.-- lr,.-'
t'i{i] or.wltoe

l*ti'l nmrlrrn

[ .-l u*orrnrl

f] xaroenlr

J RnOAITJ UN

Elu,,e
Fl .nrrlrr
f]-l r-n c-
Fl raxl.+ro

lffil
l- - --*-*l

U

d.P
a[-IIr--

ffi-

I ^ I PEilERII|TAH

{ 
xABUPATEN ctA}tJuR



r _ _, 
--'- t-ua-tEarl I

1AMPIRAN KEPIJTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR OB TAHUN 2OO4

TENTAT.IG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013



l"l

l.lFNAN KEPI'TT'SAI{ zuPATT CNruUR NOTTOR 08 TAI-IUN 2OO4

TEilTANG REilCATIIA DETAIL TATA RUA'{G KOTA CNT.IJUR SATUPAI TAHUN 2013

/,/al
.s.*cl Ilesl I

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KO-TA CIAI-{JLJFR.

OE

- .. lb
r"-.'t-v\ r.-. 1

PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING

t r! w $ $ r.6

PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR

I,l
o€sl ctK troY4

\'tu--- i
\1 {r

={

Oilotapkan d Cinijr
pada langgal 2 Agustu3 201

BUPATICIANJI,R.

Cadlld,-
IETCIAIBAX:
$I aryn^i
F;l bf,ittr,

l--lbr-
t lbb
t lr-
Fil-

o€D(''aG OA'r ll r{GltlAH LAl${YA

l-: l*
[-. I c,r
111-l ..*o
| . I xrunt

l.l*.
H 

rrrlrrgrrgF,rrr{r,

[,:-l *'
l- l*

JARII'GAAI JALA'.I

1ri
ti
,at,

:

il

I 83'r
it

ri
ii

JI
I

lor, fhm *i"S.adrr

S&-6

fbrf|m

Sfiltrg*



uffirilleunrsAll Bt PAn cnilJUR NoMoR 08 TAI-luN 2004

IETTATG RErcAilA IETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013



|..TPNAN KEPUTUSAT{ BUPATI CIANJUR NOMOR OB TAHUN 2OO4

TEilTANG REilCAI{A DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013

a J .
}--r { '!

t
J+\

.Mulaalaoll.t

' LqJmhrtongsh KilJ-._r--
lt

KEL..ISOLOKPANDAN
rl

, Polonera

_-_-*:

,

F-
I
,

a

I

:=::_-x
KET

'',,,"u -i.i.,iiii-

a a

$ \ r--r
:::=-=::
uryn N/cl'rl

--p.*\or-n-

:::-_::

',' /' Pa.id

'a, -l'.-Fr /a\1 /',-'l*-o
/bo

"i 

t PesinEilg O

- sux PERTAMAN rl

DESA SIRNAGALIH
I-------,1

i ,"'nag lGtd
!a

l_.
I,

f=
i ' f'*"

r Clrtxr,tg

q-ox FASIJTAS

I FriLrtnrrtr'n i . 1 xu.'r-

I

I

I
DESA CIBINONG HILIR . 2O

RENCANA DETAIL TATA RUANG
T<OTA CIAI\JL,'F=R

JANlNGAfi JAI../\}I

ta:l 
J.r{n J..$ lrtil cfl l(r/lrlt ltl{s tr{.{

GAMBAR: 3.'l

RENCANA
PEI.IGGUHAAX LAflA}{

DI BWK A
U#

't-,.J-":- 'iJ .,4-{-

PEMERIHTAH
KABUPATEN CIANJUR

Dil€tapkan d Cirnirr
pada tanggal 2 Agrstrs 20ot

BUPATI CIA}.I"['R,

Ca/rd.-

WASIDI SWASTOMO

t(Et€MlGAlr:
lAl^aAott''trn^t

F":-:l Lf,rlrrrnan

t----t r-rF-
[- ":..| 

r-h.

ll*
[@l '-'
rorP€m.:rr^fi

I O ! 
ron.drrrr+rnr .E I usr\r F=l J.,t{n.l.ldlori.,\ffrr6.rrno

lll* 8(Or(r(AwASAr{K}ruSUS E J.{r{Frrdr,usu.6rrf.r*.,e
n frrrcr*ra t'ti ^-*'wn E rqn1131s;,1-r.rrrrk'ot.Ff
ffi Ft'd'{r\Fitr'bt fl.gxRrr^}Jc rcfiB,urL^U r 

F- RiuilJ.qFn.rdrororr

It+tl a-- .. , tdr.rkdd

tmlr-'h.' : ixfir'lqd 
flltlll'il J'ih'{'^.rltes.o

tf I FG.or- i"::'::'i::::i 
rh',rrr'

f 
lakrldncFl,-gsitg. -. 

l"Y'lpcrJrRqvlarrrllu

rtJ
B

B



70

.l'

LAilPIRAN KEPUTUSAT.I BUPATI CIANJUR NOMOR 08 TAHUN zOM

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013



BAfiIAtI HEJI{Uf.'I ?)

UUPIR/IN KEPUruSA}.J BUPATI CIA},IJUR NOMOR 08 TAHUN 2OO4

TENTANG RENCA}.IA DETAIL TATA RUANG KOTA CIAI.IJUR SAMPAI TAHUN 2013

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KO-TA CIANIJLJF..I

CTAMBAR; 3.6

RENGANA
PENGGUNAAN LAHAN

DI BWK C

U

Ce
a rt rut 6 rF

r-I 

- --

Ir 

- 

-

PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR

[xuTrfl cc!f,t
pdr tr'egi 2Ae(|lrr z(l)a

8tp^n qaurR

CTrU.-
rltltl,grl
l^t^t 

^arrratLl 
.tcf^lltl^l:--

p--l n- f-f,fl'l ra-q-

- 

E
| | bb llll :-e

'Jl - SF '--
t:=.: h IEE '---
tr(rrtrlrnr Fl _
l-l--o-, HF+'--- .- nm 

-| | rrnr*t- |H.;_==m,_
! r--.-tr..'-

[Tl '-

Ffl .-
lTl tanr

!!! l-,r
aro( lt,rrlo lftul4 ]tJAu

l"llr*x-
l-ll **'q-
[EIl T r'rt
l--l t---.o.tr.,s

J rar€rxj t"Ara

[El -.r.*ba'..rrhrr-qr..-t
4 4-i----r--r
[,_j 

--r'-t_rqE=l .--*ri-o&fr!h)
[Fl *rryxra

@ **t.r*r

EARNA
ttinr



:-

LATFNAil TGPI'NTSAT{ BUPAN CIANJUR NOITOR 08 TA}IUN 2M4
TETTTAilG RENCANA OETAIL TATA RUANG KOTA CTANJUR SAMPAI TAHUN 2013

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA CIANIJLJTR.

a,ox FA.S&JIAS J R|NGAT{ JAIA,{

Diletapkan di Cbnpr
pada langgal I Aguslus 20O4

BUPATI CdNJUR.

Capnto.-

WASIDI SWASTOMO

XETERAI€'I{:
IAIATAOIIITTRAT

E| r-rlraar.s.-

Ebrff
L -l lrrb
hrdI lurffi'-
lflPCRI.I(IA}I

Eltnnrg-rrro
l-l rnr-rdbr€
lE:!
I ra-i lrrnrPrbt

I F-:vr.ru^pvl.ra' [--Tl **--

@| Ttntltntt.c'ri m u!..tretr

[T] "" BLo.(Aw^s^tK]

ffi 
J'tg,o'LunAls dn Kd€tlo' t,,.- tr-q

F= Jrn{,.n Jdmlourtrtt€b-'!

F| J.riFn J.t i Lorc &r!ft Ers..{

E= Rrs{ .lrmLrrerr (t}nr nrttod

E 
RrrenJrngsn Jc.f,l,ou

Il ttrt ll rd- t(t.rt As ftrr..ts

GAMI}AR: 3.7

RENCANA
PENGGUNAAN LAHAN

DI BWK D

U

J-s3
I ji di T-J ----i-

PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR

I rr.-crrsr,'t lgn x,*:.rrsr

ffi ?roqrrrFaJr. &-Ot( RUAltc TERBtt(AlrU U

lFl -' E] rr.r*em

f![[ i-d.^rr f:f '(-'$rtp'

m F.a.rd.u ru 
Fkxlq,..

f 
tcrsirrlnl,r tI 

Lryrneffrct$Rqr.rAoAu

SUAARNA
Ularna

t,

l,:

rf



LAMPIRAN KEPUruSA}I BUPATI CIANJUR NOMOR OB TAHUN 2OO4

TENTANG RENCA}TA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013

i

/*";b

Diletapkan d Cimirr
pada langgal 2 Aeoslrs 2004

EUPATI CIANJ,'R.

Capmd..

WASIDI SWASTOMO

? r ii
I--_ -f--*-_.r{ -/h<

I bq-.r/ :,'

GAMBAR: 3.8

RENCANA JARINGAN AIR BERSIH

i...'.1 r.-nr.rtucrt
l--lr-r-l
t .. -l bor.
t ." _l .",
[@l *
RCt€ArtAUlrrTAt

L"-J unhr
F;l t .'rrt*'*
l:,'"1 r.rir'ffi

F== 11rrpnrr

F-i x.r-onn

laj ldrPnr

ts# fl-.JtaArrlr\nr

f.t.r,tj Brsr J.aldl P'av

i-i Jtrx...^p '

U#
a r! rr s rD rE

PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR



I

i

',

:-

I.AMPIRAN KEPUTUSN.I BUPATI CIANJUR NOMOR OB TAHUN 2OO4

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013

/*"Nj

i)
or.sA ${rr(A5 lo

l'-r.E

RENCANA DETAIL TATA RUANG
}<O-TA CIANJLJFR.

JARftGAN JAT.A'I

A/t,,T5E

X.db hEd

H 
lordrnE

* 
,l.nJcmAidrAd

fr.:t,.j 
R€r lr- L.ii Pnr

H

GAMBAN: 3.9

RENCANA PENGEMBANGAN
DRAINASE, PERSAMPAHAN

DAN LIMBAH

u
I

*9lP
'di;- :.--i ,'::+i-

PEMERINTAH
KABUPATEil CIANJUR

Dlletapken d Cbnfr
@e tanggal 2 Aepdur 2Sa

BUPATICIANJUR.

Cadud.-
tEtrll.lnAxl
lAr^ll0.rl3ln^f
F.-.{ t -f,r-rrn.-
tr-lr-r-r
.l l-.1 t -or.
l" l'-
HJ *
t. - 

.--] !.$rtb
f] c.Hr-
t!| n^r-
tf-l ub'L?

t-OJ t#ts..rrr--r



:

LAMPRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2OA4

TENTANG RENCAI.IA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013

G>=

-X r7}qsr:i 111-'
RENCANA DETAIL TATA RUANG

DES^ SUxA&ry|
f(E
1

raffi

KOTA CIAIVJLJR.
GAMBAR: 3.10

RENCANA JARINGAN LISTRIK

Dil€tapkan d Cianir
psda tanggd 2 Aeustis 2ma

BUPATICIANruR.

Cap/na.-

WASIDI SWASTOMO

I(ETERA}.EA}I:

BAIASAaTUSIRAST JARD{GA'{J l-Ar.l

F..--l e.bflrrrrPrrarr Fi AarnAm

f--jo.bx.crtr Kd&.e,Frr

t,,- lei'o" 17.1LotcPnr
{ l * F+ R'rc.,rrdnlnr.iPrn r

{@l * 
t,.,r.:lRsrJcnLokcPnns

R€TrcAflAUTUTAS i

l: iJt.,ol,Pritr. i* Jrtxtt"^P

l.-. I.riiralthrd..

lr I 
c'.,k'r

t f.' led,F.at

U

d.p
ornEosrDrs

PEMERINTAH
XABUPATEN GIANJUR



t"
h*"

I

;

TAI|PIRAN KEPT'TUSAil BUPATI CIANJUR NOMOR OB TAHUN 2OO4

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013

- !*,ili

;F*"^*- ,

o(.sA c[t,(

}<C)-TA CIAT{JLJFR.

ITT#

I

I r--

XETERAISAN:

sATASAoarGlR J9

i.....1 trrHraFranr

l--Jr*xr
I I r..o-.
I 1""-
l@1 "-'
REiE,A't^U'I.TAS

I lJr'rrh-
[: 

. 
l lnFt-it

G^}\,!B^R: 3.lt

RENCANA JARINGAN TELEPON

U#
'{{;'t--'' ''I-d_

PEMERIIITAH
KABUPATEN CIAI{JUR

Ditelapkan cl Cianpr
pada langgal 2 Agustus 26a
BUPAT] CIANJUR,

Capnld.-

WASIDI SWASTOMO

JARrllCAll J l.^}l

A16t'lt6

xaarab llrr

ldd Pnr

trEar Jar tir trFE

f 
,:::tri RrE r Jdr Ldd t'rnrr

!-i 
Jdsxid.^{r

Xrtsrll:H
I



umtll@UTtli,lll BI.PATI cnNJUR HOMOR 08TA]|UN 2004
TEilTAre reDGAXA DETAILTATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013

KK

TF

JARlffill 4ra1 #
Diletapkan ct Cbrirr
pada tanggal 2 Agudur 20Oa

BUPATI CIANJUR,

Capnld.-

WASIDI S\^,AST()MO

f,€TCRIISAil:
a^l^s Aor.llrsrn^st

F....1 !.rrrrrlrFr-E.u-

t--ltr-x--.ri
[.-lt-h.
ll*
{@l '-,

E

ll
;l
m:

Jan tlHrlr\)

JJt Xdde A{t

Ct$$rOettSrSItrffi*

PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR



TPAN ChNJUR NOMOR 08 TATIUN M1
TENMMXETTN-TATA RUANG KOTA CIANJUR SAT'PAI TA}IUN A]}13

J-">b

-.<* *l \-- ir--
(.--*{.-lIH- *uu

**li
bF 

l*
I

t.trv 

I

RENCANA
PEMBAGIAN FUNGSI DAN PERANAX'

JARINGAN JAI.AN

U

: l'' *

Ditetapkan di Cianpr
pada tanggal 2 Aouslus 20olt

EUPATI CI.ANJUR,

Capnkr.-

WASIDI S\A,ASTOMO#
..lJlJLr 'l--'" "::J;"*

PEMERINTAH
KABUPATEH CIANJUR

ofs JAx?ucr'A

rf,ft AtrSAx

l^l^t{IrGtR^Sr

it

: aa-h.

, ire

,3: r'r*
rSrGL-rr x

F'- -i !-r-rhr

I i .5-r.t-'\r



uFnrfl lcPttnrs^lt H.PAn clAruuR NoMoR 08 TAr-tuN 20(X

TE}TTAilG RENCAilA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013

'f
'(i

i-
rfN

;A nt.l\Ata.l,AYA

*-,--"

,\-
:"t\^-

-.:.L_- --_, r c,_

€w

GNMBAR: 3.1.

LOKAL REGIONAL
DAN LOXASI TERMINAL

U#
O rt, $ rlu tS

ffi-

Ditetapkan tI Cianir
pada tanggal 2 Aguslus 204

EUPATI CNT.IJUR.

Capntd.-

WASIOI SWASTOMO

PEMERINTAH
KABUPATEITI GIANJUR

XETERANGA'I:

SATAS ADr$aSrRASr

i..:::l r. rrqr' Frna..r.r

[--1i..-r--
[.-lrrror.I l.-
i@l *
R€r{c^t{ uTrrrAS

kl {'rAndid(Prrr.rf' Lort)

l't IFrer-rneo.r
lIl I ltir.i*'q'c.

I O I rremrrr.tr*;.'rr

JARINGAN JAT.A}T

t-:i ati,t'r@(l
t--' Kd.ilq t\rgli

l-i Ldr pnr

RigIJd-Allsr f\rru

l,tr,tr{ Frm Jril !o.t Pnrs

'--i JJrxiitr4p


